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Pengaruh Belanja Aparatur Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar 
 
Effect of Regional Administrative Expenditure, Level Investment and 




Sri Undai Nurbayani 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis besarnya pengaruh belanja aparatur daerah,  
tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten 
Polewali Mandar 2007-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi dan dokumentasi dengan menggunakan jenis data sekunder yang 
bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (BAPPEDA) Polewali 
Mandar. Data tersebut diolah dengan menggunakan software computer (eviews 
7.0). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel 
belanja aparatur daerah dan tingkat  investasi berpengaruh positif signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi  kabupaten Polewali Mandar. Hasil dari variabel 
tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
kabupaten Polewali Mandar 2007-2013. 
Kata Kunci : Belanja Aparatur Daerah, Tingkat Invesasi, Tenaga Kerja, 
Pertumbuhan Eknomi 
 
This study aimed to analyze the influence of the officers spending, investment and 
employment to economic growth Polewali Mandar district from 2007 to 2013. The 
method used in this study is the observation and documentation using secondary 
data sourced from the Regional Development Planning Board (Bappeda) Polewali. 
The data is processed using computer software (eviews 7.0). The results showed 
that during the study period and the local apparatus expenditure variable 
investment rate significant positive effect on economic growth Polewali Mandar 
district. The results of the variable work force does not significantly influence 
economic growth Polewali Mandar district from 2007 to 2013. 
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1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan 
yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara 
keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana proses 
pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat 
serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang 
kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan 
sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2006) 
Syarat utama dari pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan yang 
harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri. Kekuatan luar 
hanya merangsang dan mendorong serta membantu pertumbuhan ekonomi 
nasional. Agar pertumbuhan ekonomi dapat berlanjut dan bersifat kumulatif maka 
kekuatan pembangunan harus berakar pada perekonomian dalam negeri dan 
khususnya perekonomian daerah itu sendiri. 
Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh 
keunggulan kompetitif suatu daerah, spesialisasi wilayah serta potensi ekonomi 
yang dimiliki daerah tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi 
Daerah No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 
33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka 
perubahan kebijakan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk dapat 
menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga 
ketimpangan antara sektor ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan antar 




Secara umum peranan belanja daerah baik yang dibiayai melalui APBN 
maupun APBD khususnya pengeluaran untuk human capital dan infrastruktur fisik, 
dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari belanja 
aparatur daerah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini 
tergantung pada sejauh mana produktifitas belanja aparatur daerah tersebut dan 
distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah 
daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total 
output (PDRB) yakni melalui penyediaan infrastruktur, barang-barang publik dan 
insentif pemerintah daerah terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor. 
Selain belanja daerah, tingkat investasi juga merupakan faktor penting 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah segala bentuk 
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 
penanam modal asing, baik berasal dari masyarakat maupun dari pemerintah. 
Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan 
untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini 
dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula 
kegiatan ekonomi suatu negara ataupun daerah, penyerapan tenaga kerja, 
peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan 
penambahan devisa. Penanaman Modal ini diawasi oleh Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). Dibentuknya lembaga pengawas BKPM adalah untuk 
mengatur kebijakan yang dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia dan 
meningkatkan pelayanan, fasilitas, dan advokasi pelaksanaan penanaman modal. 
Melalui investasi terjadi aliran modal yang berdampak kepada perubahan iklim 
bisnis, dan tentunya mengurangi hambatan kurangnya modal pembangunan yang 




Pada kenyataannya, proses pertumbuhan ekonomi tidaklah sederhana, 
namun pada pelaksanaannya sangat kompleks, karena bersifat multidimensi. 
Antara lain kompleksitas tersebut adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak 
hanya meningkatkan produktifitas melalui proses produksi yang secara klasik 
ditentukan oleh faktor input seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan bahan 
baku, tetapi juga menyangkut aspek tempat dimana aktifitas tersebut berlangsung, 
aspek sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat baik pada proses produksi 
maupun pada perilaku konsumsi. Untuk tujuan tersebut maka diperlukan 
perencanaan ekonomi yang bersifat komprehensif dan integratif antara 
pertumbuhan ekonomi pada satu sisi dan pembangunan sosial pada sisi yang lain. 
Berbagai studi telah dilakukan mengapa perekonomian suatu daerah 
mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif. 
Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 
faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Jadi untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan peningkatan pemanfaatan 
faktor-faktor tersebut. Atau lebih spesifik lagi, dapat diuraikan dalam pertanyaan 
berapa tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, serta 
peningkatan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan 
produksi tertentu. Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi dapat diukur 
dengan pertumbuhan produksi daerah atau pendapatan daerah. 
Melihat kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung 
pada potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki dan kemampuan daerah itu untuk 
mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Untuk mengembangkan potensi 
yang dimiliki berbagai kebijaksanaan, langkah dan upaya telah dilakukan oleh 




Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar 
dalam kurun waktu 2006-2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 
tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga 
konstan (pertumbuhan ekonomi) yang meningkat rata-rata 7,68 persen per tahun. 
Perkembangan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 10,95 
persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu hanya 5.25 persen. 
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar relatif cukup 
baik dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Polewali berada di atas Kabupaten Majene dan Mamasa. 
Selama periode 2005-2012, pendapatan per kapita atas dasar harga 
berlaku meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 2005, pendapatan (PDRB) 
per kapita sebesar Rp 3,78 juta dan meningkat menjadi Rp 8,47 juta pada tahun 
2010, atau meningkat rata-rata 17,95 persen per tahun. Namun bila dibandingkan 
dengan angka PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten lainnya di 
wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka PDRB per kapita Kabupaten Polewali 
Mandar masih relatif lebih rendah. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Provinsi 
Sulawesi Barat sudah mencapai 9,48 juta. Sedangkan Kabupaten Mamuju, yang 
merupakan daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, 
sudah mencapai 12,35 juta. 
Sedangkan dari sisi pengeluaran pemerintah daerah Polewali Mandar, 
khususnya pengeluaran belanja daerah dalam kurun waktu 8 tahun mengalami 
jumlah peningkatan dari 9,67 milliar pada tahun 2006 hingga menjadi 71,72 milliar 
pada tahun 2013. Hanya pada tahun 2010 alokasi belanja aparatur pemerintah 







Perkembangan PDRB Per Kapita dan Belanja Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar, 2006-2013 
 
Sumber: BAPPEDA, Polewali Mandar Dalam Angka 
 
Indikator ekonomi Polewali Mandar lainnya yaitu investasi dan tenaga 
kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Katalog BPS: Polewali Mandar, 
selama kurun waktu 2006 hingga 2013 nilai investasi di Polewali Mandar 
mengalami tren peningkatan yang positif, dimana tingkat investasi pada tahun 
2006 sebesar 15,74 milliar dan 37,57 milliar pada akhir tahun 2013, dengan rata-
rata kenaikan 29,30 milliar. 
Tren positif nilai investasi di Kabupaten Polewali Mandar ternyata tidak 
sebanding dengan  jumlah tenaga kerja yang terserap oleh lapangan kerja. Kondisi 
ini dapat dilihat pada Grafik 1.2. dalam grafik tersebut, terlihat dengan jelas bahwa 
pada tahun 2006 tenaga kerja yang terserap hanya sebesar 55,63 persen, dan 
pada tahun 2007 hingga 2010 serapan tenaga kerja hanya kisaran 60-65 persen. 
Pada tahun 2011 merupakan serapan tenaga kerja yang tertinggi dalam kurun 




Pada tahun 2012 dan 2013 kondisi tersebut tidak berlanjut, serapan tenaga kerja 
kembali negatif sebesar 2,94 persen menjadi 66,90 persen dan turun lagi sebesar 
3,29 persen pada tahun 2013 sebesar 63,61 persen. 
 
Grafik 1.2 
Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Polewali Mandar 2006-2013 
 
 
Sumber: BAPPEDA, Polewali Mandar Dalam Angka 
Jika dilihat, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks 
perekonomian Provinsi Sulawesi Barat, tampak bahwa perekonomian Kabupaten 
Polewali Mandar memiliki peran yang sangat penting. Sejak Provinsi Sulawesi 
Barat terbentuk, Kabupaten Polewali Mandar merupakan penyumbang terbesar 
bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat, namun dengan kecenderungan 
yang semakin menurun. Pada tahun 2010, hampir sepertiga (30,15%) dari PDRB 
Provinsi Sulawesi Barat disumbangkan oleh Kabupaten Polewali Mandar. 
Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa terdapat suatu kondisi yang 
dimana Kabupaten Polewali Mandar memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat 




pada grafik 1.2, namun dari segi serapan tenaga kerja, Kabupaten Polewali 
Mandar tidak sebaik pertumbuhan PDRB, belanja daerah dan tingkat investasinya. 
Kondisi tersebut membuat peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih jauh 
hubungan antara belanja daerah, tingkat investasi, dan tenaga kerja terhadap 
peningkatan sektor – sektor perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar  
sehingga dapat diketahui pengaruh belanja daerah, investasi, dan tenaga kerja 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 
diberi judul “Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan 
yang akan dibahas dalam studi ini adalah “apakah belanja  daerah, investasi, dan 
tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Polewali Mandar 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh belanja daerah, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui pengaruh belanja daerah, 
tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 




2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah 
Kabupaten Polewali Mandar dalam penyusunan proyeksi pengalokasian 
anggaran tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. 
3. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang 
berhubungan dengan masalah yang sama, sekaligus menjadi sumbangan 








2.1   Pertumbuhan Ekonomi 
Sukirno (2002) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti 
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 
jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 
meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 
makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya 
kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 
Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan 
selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan 
menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di 
samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan 
pengalaman kerja dan pendidikan menambah. 
Pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari sisi permintaan dan dari sisi 
penawaran. Dari sisi permintaan (demand) yaitu dengan memperhitungkan 
komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan 
impor sedangkan dari sisi penawaran (supply) dengan memperhitungkan nilai 
tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi akan 
diukur melalui indikator perkembangan PDB dari tahun ketahun. 
Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan 
menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB 
mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang 
dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total 




lebih rinci, PDB adalahnilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di 
suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Mankiw, 2003). 
Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan pertanda pentingnya didalam 
kehidupan perekonomian. Enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul 
dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, 
penduduk, tenaga kerja dan lain-lain. Adapun keenam ciri pertumbuhan ekonomi 
modern tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita. Pertumbuhan ekonomi 
modern sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak akhir 
abad ke-18 dan awal ke-19, ditandai dengan kenaikan produk perkapita 
yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. 
b. Peningkatan produktifitas. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari semakin 
meningkatnya laju produk perkapita terutama adanya perbaikan kualitas 
input yang meningkatkan efisiensi dan produktifitas per unit input. Hal ini 
dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan 
modal atau semakin meningkatnya efisiensi, atau keduanya. Kenaikan 
efisiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input. 
c. Laju pertumbuhan struktur yang tinggi. Perubahan struktural dalam 
pertumbuhan ekonomi mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non 
pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dari skala unit-unit produksi dan 
peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan 
hukum serta perubahan status kerja buruh. 
d. Urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi ditandai pula dengan semakin 
banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari daerah 




e. Ekspansi negara maju. Pertumbuhan negara maju kebanyakan tidak sama 
pada beberapa bangsa. Pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal 
daripada bangsa lain. Hal ini sebagian besar disebabkan perbedaan latar 
belakang sejarah masa lalu. 
f. Arus barang, modal dan orang antar bangsa. Arus barang, modal dan 
orang antar bangsa akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Jhingan, 
1994). 
 
2.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 
Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam, faktor 
ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung 
pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, yang 
semua merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin 
terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, nilai – nilai moral dalam suatu negara 
atau daerah tidak menunjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi adalah: 
1. Faktor Produksi 
Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama        
yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh  
bangun merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam 
faktor-faktor produksi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi adalah: 
a. Sumber daya alam. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan 
suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah 
sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber 




mineral, iklim, sumber air, lautan dan sebagainya. Dalam pertumbuhan 
ekonomi tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan 
hal yang penting. Namun demikian, yang terpenting adalah bagaiman 
memanfaatkan secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga 
efisiensi dipertinggi dan sumber daya alam dapat dipergunakan dalam 
jangka waktu yang lebih lama. 
b. Akumulasi modal. Faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan 
ekonomi adalah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor 
produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam 
batas tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan 
modal. Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan 
ekonomi. Disatu pihak ini mencerminkan permintaan efektif, dan dilain 
pihak ini menciptkan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. 
Proses pembentukan modal dapat menghasilkan kenaikan 
pendapatan nasional dalam berbagai cara. 
c. Organisasi. Organisasi merupakan bagian penting dari proses 
pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor 
produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi 
modal, buruh dalam membantu meningkatkan produktifitasnya. 
d. Kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor 
paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini 
berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang 
merupakan hasil perubahan atau hasil teknik penelitian baru. 
Perubahan teknologi akan meningkatkan produktifitas buruh, modal 




e. Pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian 
kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa ke 
arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu 
perkembangan industri. 
2. Faktor Non Ekonomi 
Faktor non ekonomi ikut menunjang faktor ekonomi guna mempengaruhi 
kemajuan perekonomian. Dalam kenyataan faktor non ekonomi umumnya 
seperti organisasi sosial, budaya dan politik mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting 
dalam proses pertumbuhan ekonomi. Faktor non ekonomi tersebut antara 
lain: 
a. Faktor sosial 
Jika pembangunan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan 
nilai–nilai dan lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya 
mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. 
Akan tetapi bila tatanan sosial dipengaruhi oleh sistem yang ketat dan 
sistem yang family, kebebasan individu dan mobilitas untuk bekerja 
lebih keras, mendapatkan lebih banyak menabung lebih banyak. 
b. Faktor Manusia 
Persyaratan yang lebih penting bagi laju pertumbuhan ekonomi adalah 
manusia. Manusia yang berdedikasi terhadap pembangunan 
negerinya dan terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan dan 
prestasi kerja. 
c. Faktor Politik dan Administrasi Kerja 
Faktor politik dan administrasi kerja juga membantu pertumbuhan 




memainkan peranan penting dalam merangsang dan mendorong 
kegiatan ekonomi. Ketertiban stabilitas dan perlindungan hokum 
mendorong kewiraswastaan, semakin besar kebebasan itu makan 
semakin besar pula kewiraswastaan itu. 
Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk 
menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga 
PDB riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi. Untuk mengetahui 
pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa 
akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah 
dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk 
melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. 
Nilai-nilai dari PDRB tersebut dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu: 
1. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan 
jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan 
biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 
2. Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) 
yang diterima factor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses 
produksi dalam suatu wilayah (satu tahun). 
3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang 
dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non 
profit serta ekspor netto (setelah dikurangi impor), dan biasanya dalam 
jangka waktu tertentu (satu tahun). 
Dari segi penyajiannya, PDRB selalu dibedakan menjadi dua pendekatan 
yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. Adapun yang 




pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada 
tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas harga konstan adalah 
merupakan jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai 
dengan harga pasar yang tetap pada tahun dasar dan dalam publikasi ditetapkan 
tahun dasar adalah tahun sebelumnya. 
Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa dalam penyusunan PDRB akan 
diperoleh manfaat seperti: 
a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 
setiap sektor 
b. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah 
c. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan harga (inflasi/deflasi), dan 
d. Sebagai suatu indikator mengenai tingkat kemakmuran 
 
2.2 Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi 
Sukirno (2000) mengatakan Pengeluaran Pemerintah (goverment 
expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah 
untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam 
dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. 
Kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan 
fiskal yang merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah didalam 
perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) dengan asumsi 






Adapun menurut Rao (1998) kegagalan pasar tersebut disebabkan karena: 
1. Tidak semua barang dan jasa diperdagangkan,  
2. Barang-barang yang menyebabkan ekternalitas dalam produksi 
maupun konsumsi memaksa suatu pertentangan antara harga pasar 
dengan penilaian sosial dan pasar, dan pasar tidak bisa memastikan 
untuk memenuhi kondisi yang diinginkan.  
3. Beberapa barang mempunyai karakteristik increasing returs to scale. 
Dalam kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat 
memperoleh harga lebih rendah dan output lebih tinggi apabila 
pemerintah berperan sebagai produsen atau ada subsidi pada sektor 
swasta untuk menutup biaya karena berproduksi secara optimal.  
4. Informasi asimetri antara produsen dan konsumen di bidang jasa 
seperti asuransi sosial dapat memberi peningkatan moral hazard dan 
pemilihan kurang baik. 
Oleh karena itu intervensi negara diperlukan agar menjamin 
pendistribusian kembali pendapatan. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam 
rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan 
memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan 
pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya 
diatur olah kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu 
mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi 
tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari 
satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius 




Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran 
pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi antara tahap awal, tahap 
menengah, tahap lanjut. 
1. Tahap Awal: perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah 
terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus 
menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, 
prasarana transportasi, dan sebagainya.\ 
2. Tahap Menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap 
diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat 
tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi investasi 
swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar 
dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin 
besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga 
menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik 
dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, 
pada tahap ini perekembangan ekonomi menyebabkan terjadinya 
hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi 
yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan 
semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah 
harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari 
polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi 
buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan 
kesejahteraan mereka.Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu 
proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap 
GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam 




3. Tahap Lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, 
aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke 
pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya 
program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan 
masyarakat, dan sebagainya. 
Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin 
meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan aggregat demand akan 
mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan 
produksi. 
Untuk meningkatkan operasionalisasi terhadap pengeluaran keuangan 
daerah dalam hal ini APBD secara efisien dan efektif, maka struktur APBD untuk 
tahun 2003 terjadi perubahan yakni disusun berdasarkan dengan pendekatan 
kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja atau output dan bukan lagi 
pada input seperti kecenderungan sebelumnya. 
Dalam stuktur APBD yang baru, sisa lebih APBD tahun lalu dan pinjaman 
(utang) tidak lagi dimasukkan sebagai pembiayaan daerah, sedangkan anggaran 
belanja rutin dan pembangunan yang ada pada struktur APBD sebelumnya 
diarahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan 
pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam belanja aparatur 
daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan struktur yang baru tersebut akan 
lebih mudah mengetahui surplus atau defisit dari Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Daerah. Sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada 
masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran untuk menutupinya disediakan 
pos tambahan yaitu pos pembiayaan. 
Pengeluaran pemerintah dapat bersifat exhaustive expenditure yaitu 




dikonsumsi maupun dapat menghasilkan barang lain lagi. Disamping itu, 
pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu berupa pemindahan 
uang kepada individu- individu untuk kepentingan sosial. Jadi exhaustive 
expenditure mengalihkan faktor- faktor produski dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian terhadap barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai 
negeri sipil, dan lain sebagainya. (Suparmoko, 1996). 
Sedangkan menurut keputusan Menteri dalam Negeri tahun 2002 tentang 
“Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan APBD”, menyatakan 
pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun 
anggaran tertentu. Serta memberikan penjelasan tentang belanja daerah yaitu 
semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran tertentu yang 
menjadi beban daerah. 
Belanja pemerintah berperan dalam mempertemukan antara permintaan 
masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi 
oleh swasta. Belanja pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan 
penerimaan negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus 
dapat menggali sumber-sumber penerimaanya yang sebagian besar berasal dari 
pajak. (Kunarjo, 1996) 
Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting 
dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting 
lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. 
Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai 
sasaran dari pembangunan nasional. Dengan komposisi dari pengeluaran tersebut 




diprioritaskan apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari pengeluaran 
pembangunan atau sebaliknya. 
Dikutip dari Lampiran VIII Kepmendagri No. 29 Thn 2002 bahwa: 
1. Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja berupa belanja 
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja 
modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk 
membiayai kegiatan yang hasil (outcome), manfaat (benefit), dan 
dampaknya (impact) tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat 
(publik). 
2. Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja berupa belanja 
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja 
modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk 
membiayai kegiatan yang hasil (outcome), manfaat (benefit), dan 
dampaknya (impact) secara langsung dinikmati oleh masyarakat 
(publik). 
Sepintas keduanya tidak berbeda, tapi kalau dicermati menjelang akhir 
kalimat terdapat perbedaannya yaitu “tidak secara langsung” dan “secara 
langsung”. Kepmendagri No 29 Thn 2002 bahwa Belanja Aparatur dan Belanja 
Pelayanan Publik terdapat didalam Pasal 6 ayat (1) yang bunyinya “Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari bagian belanja 
Aparatur Daerah dan bagian Belanja Pelayanan Publik. 
Lampiran IV Kepmen-dagri 29 Thn 2002 dalam Format Susunan Belanja 
Daerah yang berisi Kode Rekening dan uraian. Disitu nampak kode rekening yang 
termasuk Belanja Apatur dan Belanja Pelayanan Publik. Isinya hampir tidak bisa 
dibedakan, kecuali ditegaskan dalam bagian Belanja Pelayanan Publik dalam 




Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari : 
Uang Refresentasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, 
Tunjangan Khusus PPh Pasal 21, Tunjangan Panitia, Tunjangan 
Kesejahteraan/Kesehatan, Uang Duka. Ini menjelaskan bahwa Obyek Belanja 
tersebut adalah Belanja Pelayanan Publik. 
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2005 pada sisi Belanja, Belanja Negara 
dibedakan menjadi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah. 
Dalam Belanja Pemerintah Pusat dirinci menjadi tiga macam Belanja yaitu : 
menurut jenis belanja, menurut organisasi dan menurut fungsi. Menurut jenisnya 
Belanja Pemerintah Pusat diuraikan menjadi 8 jenis terdiri dari : 1) Belanja 
Pegawai, 2) Belanja Barang, 3) Belanja Modal, 4) Pembayaran Bunga Utang, 5) 
Susbsidi (kepada Perusahaan Negara & Swasta), 6) Belanja Hibah, 7) Bantuan 
Sosial dan 8) Belanja lain-lain. Dengan demikian APBN kita tidak membedakan 
Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik terlihat jelas dalam Lampiran Nota 
Keuangan dan APBN 2005. 
Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa pada dasarnya 
pengeluaran pemerintah terdiri dari: 
a. Belanja Barang Pemerintah  
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 
rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 
kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu 




1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap 
atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan 
kapasitas.  
2. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau 
aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.  
4. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau 
aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa, 
manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah 
serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai 
kapitalisasi asset tetap / asset lainnya.  
Ada lima kategori utama belanja modal yaitu:  
1. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 
pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan 
sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, 
pembuatan sertifikat tanah, serta lain-lain yang bersifat administratif 
sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah 
tersebut siap pakai.  
2. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang 
diperlukan untuk pengadaaan alat-alat dan mesin-mesin yang 
dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal termasuk biaya 
untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kualitas peralatan 
dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 
dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam 




3. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang 
digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 
pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan yang 
menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam 
kondisi siap pakai termasuk di dalamnya pengadaan berbagai barang 
kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan. 
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang 
digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan 
pembangunan, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana 
termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan 
pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas 
sampai jalan irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai. 
5. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk 
pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, 
pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat 
dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, misalnya 
belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, 
barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan 
tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.  
b. Belanja Barang dan Jasa 
Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk 
memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan 
serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 
masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang ini terdiri dari belanja 




Pengadaan barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan 
untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis 
pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan/penggantian peralatan kantor, 
langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang 
bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok fungsi 
Kementerian/Lembaga, pengadaan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat 
nilai kapitalisasi minimum yang diatur Pemerintah Pusat dan pengeluaran jasa 
nonfisik (contoh biaya pelatihan dan penelitian). 
c. Belanja Pemeliharaan 
Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk 
mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi 
normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contoh: pemeliharaan 
tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan 
bermotor dinas, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan. Belanja perjalanan merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk 
membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. 
d. Pembayaran Cicilan Dan Bunga Utang  
Menurut Barsky, et. al ekonom Klasik/Neo Klasik mengindikasikan bahwa 
kenaikan utang luar negeri untuk membiayai pengeluaran pemerintah hanya 
menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun dalam jangka 
panjang tidak akan mempunyai dampak yang signifikan akibat adanya crowding-
out, yaitu keadaan di mana terjadi overheated dalam perekonomian yang 
menyebabkan investasi swasta berkurang yang pada akhirnya akan menurunkan 
produk domestik bruto. 
Kelompok Neo Klasik berpendapat bahwa setiap individu mempunyai 




sepanjang waktu hidupnya. Defisit anggaran pemerintah yang dibiayai oleh utang 
luar negeri akan meningkatkan konsumsi individu. Pembayaran pokok utang dan 
cicilannya dalam jangka panjang akan membebankan kenaikan pajak untuk 
generasi berikutnya, dengan asumsi bahwa seluruh sumber daya secara penuh 
dapat digunakan, maka peningkatan konsumsi akan menurunkan tingkat tabungan 
dan suku bunga akan meningkat. Peningkatan suku bunga akan mendorong 
permintaan swasta menurun, sehingga kaum Neo Klasik menyimpulkan bahwa 
dalam kondisi full employment, defisit anggaran pemerintah yang permanen dan 
penyelesaiannya dengan utang luar negeri akan menyebabkan investasi swasta 
tergusur (Rachmadi 2013). 
e. Transfer ke Daerah  
Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana 
Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Kebijakan dana perimbangan yang terdiri dari 
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK). Dana Bagi Hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari 
penerimaan yang dihasilkan oleh daerah (by origin), baik penerimaan perpajakan, 
maupun penerimaan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum diberikan kepada 
daerah dengan tujuan terutama untuk mengatasi kesenjangan horisontal 
(horizontal imbalance) antardaerah, dan dialokasikan dalam bentuk block grant. 
Namun demikian, penggunaan DAU harus disesuaikan dengan prioritas dan 
kebutuhan masing-masing daerah, yang merupakan tugas dan kewenangan 
daerah. 
DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus 
dengan memperhatikan ketersediaan dana dari APBN. Kriteria kebutuhan khusus 




menggunakan rumus alokasi umum, kedua, kebutuhan yang merupakan 
komitmen atau prioritas nasional, dan ketiga, kebutuhan untuk membiayai kegiatan 
reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Berdasarkan kriteria kebutuhan 
khusus tersebut, DAK dibedakan atas DAK dana reboisasi (DAK DR) dan DAK 
non-dana reboisasi (DAK Non-DR). 
Dana otonomi khusus dan penyesuaian dialokasikan ke daerah sejak tahun 
2002. Dana otonomi khusus disediakan khusus untuk Provinsi Papua, sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua, yaitu setara dua persen dari alokasi DAU nasional, yang 
penggunaannya diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan 
kesehatan. Dana penyesuaian yang dialokasikan ke daerah mencakup dana 
penyesuaian murni dan ad-hoc. 
Dana penyesuaian murni dialokasikan sebagai pelaksanaan kebijakan 
agar penerapan formula DAU tidak menimbulkan adanya daerah yang 
memperoleh DAU lebih kecil dari DAU tahun sebelumnya ditambah dana 
penyesuaian murni tahun sebelumnya (hold harmless). Dana penyesuaian murni 
ini secara bertahap diupayakan pengurangannya untuk mempercepat tujuan DAU 
sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Transfer ke Daerah 
ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis 
Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. 
f. Subsidi  
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada 
perusahaan Negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang 




memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau 
masyarakat. Terdiri dari Belanja Subsidi Lembaga Keuangan, Belanja Subsidi 
BBM, Belanja Subsidi Non BBM-Harga/Biaya, Belanja Subsidi Non BBM–Bunga 
Kredit, Belanja Subsidi Non BBM – Pajak, Belanja Subsidi Non Pajak-Lainnya, dan 
Belanja Subsidi PSO.  
 
2.3 Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi 
Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang 
berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan 
akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan 
dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. 
Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai 
”pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-
peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah 
barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk 
memproduksikan barang dan jasa di masa depan”. Berikut beberapa teori 
mengenai investasi: 
a. Teori Klasik 
Investasi merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kemampuan (potensi) masyarakat dalam meningkatkan produksi. Selain itu 
pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat 
modal dalam masyaralat dan apabila ini bertambah maka produksi dan 
pendapatan akan meningkat, dengan demikian akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi.Sejalan dengan pendapat para ahli ekonomi modern, kaum klasik yang 
menganggap akumulasi kapital sebagai syarat mutlak pembangunan ekonomi 




b. Teori Neo Klasik 
Teori Neo Klasik tentang investasi intinya berdasarkan teori produktivitas 
marginal dari faktor produksi modal, artinya modal yang akan diinvestasikan dalam 
proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginal dibandingkan dengan 
tingkat harga.Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan investasi 
yaitu: 1. Tingkat biaya barang modal; 2. Tingkat bunga; 3. Tingkat pendapatan 
yang akan diterima. Perubahan dari salah satu faktor tersebut akan 
mengakibatkan perubahan dalam perhitungan profitabilitas. 
c. Teori Keynes 
Masalah investasi oleh Keynes didasarkan atas konsep Marginal Efficiency 
of Investment (MEI) antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang 
akan investasikan dengan tingkat bunga dan perubahan harga barang modal. 
Semakin besar investasi suatu negara akan semakin besar pula tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan 
merupakan fungsi dari investasi. Dalam model multiplier Keynes menyebutkan 
bahwa peningkatan jumlah investasi swasta akan memperluas output dan 
penggunaan tenaga kerja. Olehnya itu, investasi merupakan salah satu bagian dari 
GNP, sehingga bila salah satu bagian meningkat maka dengan sendirinya seluruh 
bagian juga akan meningkat. (Samuelson dan Nordaus, 1986).Menurut Sadono 
Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus 
menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan 
ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi 
merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan 
investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta 




menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan 
teknologi. 
Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan 
semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan 
diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal 
manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu 
produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala 
hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, 
namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak 
perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang. 
Teori Endogen mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi 
komplementer (complementary investment) dalam modal atau sumberdaya 
manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat 
investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, 
maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya 
domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana 
infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi 
dimana sumberdaya manusia diakumulasikannya. Dengan demikian model ini 
menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi 
baik langsung maupun tidak langsung. 
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari 
modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan 
datang (barang produksi). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada 





Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang 
lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk 
investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan 
meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk 
menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu 
biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk 
mendapatkan bunga. 
Pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi guna perluasan 
penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan 
kemiskinan. Melalui peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi 
kapital domestik maupun luar negeri, akan menjadi faktor pengungkit yang sangat 
dibutuhkan bagi suatu negara dalam menggerakan mesin ekonomi mengawal 
pertumbuhan yang berkelanjutan. 
Peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai medium transfer 
teknologi dan manajerial yang pada akhirnya akan berkonstribusi terhadap 
meningkatnya produksi dan produktivitas, serta daya saing ekonomi suatu bangsa. 
Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai proses 
perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan ke 
kondisi yang lebih baik. 
Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam 
mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya 
industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta 
manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya 
kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan 
kalangan pebisnis lokal, bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, 




Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya 
Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan 
Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN). Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik 
maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor 
swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu 
daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB. 
 
2.4 Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 
Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif 
yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar 
berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang 
lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal 
tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang 
cepat benarbenar akan memberikan dampak positif atau negatif dari 
pembangunan ekonominya. Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan 
penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut 
dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja 
tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal 
dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan 
administrasi. 
Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya 
pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. 
Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa 




dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja 
mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja 
(dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.  
Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi adalah tenaga kerja.  
Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ataulebih) 
yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punyapekerjaan tetapi 
sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaansedangkan yang 
termasuk bukan angkatan kerja, diantaranya adalahmereka yang selama 
seminggu yang lalu hanya bersekolah (pelajar danmahasiswa), mengurus rumah 
tangga, dan mereka yang tidak melakukankegiatan yang dapat dikategorikan 
sebagai pekerja, sementara tidakbekerja atau mencari pekerjaan (Disnaker, 
2006:54). 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang 
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja 
yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur 
maksimum. Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas, 
tergolong tenaga kerja. 
Tenaga kerja terdiri atas 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan 
angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia 
kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak 
bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja 
adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak 
mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang 




menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa 
kerjaanya (Dumairy, 1996). 
Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari 
lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan keja yang 
tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatanya total produksi disuatu 
daerah, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan 
ketenagakerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 
Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja 
dalam suatu kelompok umur sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur 
tersebut, yaitu membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga 
kerja. 
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yaitu teori fungsi 
produksi Cobb Douglas dalam teori ini menjelaskan adanya pembagian 
pendapatan nasional diantara modal dan tenaga kerja tetap konstan selama 
periode yang jangka panjang. Dengan kata lain, ketika perekonomian mengalami 
pertumbuhan yang mengesankan, pendapatan total pekerja dan pendapatan total 
pemilik modal tumbuh pada tingkat yang nyaris sama. Jika pembagian faktor yang 
konstan maka ada faktor-faktor selalu menikmati produk marjinalnya. 
 
2.5 Tinjauan Empiris 
Total pembelanjaan meningkat lebih cepat dari total GDP, perlu dicatat 
bahwa studi yang menggunakan konsumsi pemerintah sebagai perbandingan 
umumnya menemukan suatu hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, 
sedangkan yang menggunakan tingkat pertumbuhan belanja pemerintah pada 




Rachman (2001), dalam penelitiannya “Pengaruh Jumlah Uang Beredar 
dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 1983-1998”, bahwa 
berdasarkan uji t statistik dan arah koefisien yang terbentuk dalam model, 
diperoleh bahwa investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia sepanjang tahun 1983-1998. Diketahui dari hasil analisa 
bahwa jika terjadi peningkatan investasi sebesar 1% akan mengakibatkan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.000143%. Hal ini secara teoritis 
dapat dimaklumi bahwa peningkatan investasi akan berdampak langsung 
terhadap peningkatan kinerja sektor produksi dan memperluas kesempatan kerja. 
Peningkatan investasi akan mendorong meningkatnya permintaan sumber-
sumber produksi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (human 
resources), sedangkan peningkatan terhadap sumber daya manusia yang berarti 
perluasan kesempatan kerja tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat 
yang otomatis meningkatan kemampuan daya belinya. 
Pada sisi lain Ram (1986), dan Grossman (1988) menemukan suatu 
hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tanpa 
melihat pengeluaran per sektor (regardless of the disaggregation of expenditures). 
Hal ini menandakan pengeluaran sektor lain diluar pengeluaran pemerintah tidak 
begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Bose dan Haque (2003), dalam jurnalnya mengkaji tentang efek-
efek pertumbuhan dari pengeluaran pemerintah untuk sebuah panel dari 30 
negara sedang berkembang selama dekade tahun 70an dan 80an dengan sebuah 
fokus tentang pengeluaran-pengeluaran sektoral akan bersifat sektoral. Metode 
kami mengangkat penelitian terdahulu tentang masalah ini dengan secara eksplisit 
mengenalkan model budget pemerintah yang dipaksakan dan bias-bias yang 
mungkin berasal dari variabel yang dihilangkan. Hasil penelitian kami yang utama 




1. Bagian dari modal pengeluaran pemerintah dalam GDP yang mana 
secara positif dan signifikan berhubungan erat dengan pertumbuhan 
ekonomi tetapi pengeluaran terkini tidak signifikan 
2. Pada level sektoral investasi pemerintah dan pengeluaran total dalam 
pendidikan adalah pengeluaran yang secara signifikan diasosiasikan 
dengan pertumbuhan budget anggaran yang dipaksakan dan variabel-
variabel yang dihilangkan dimana hal tersebut dijadikan sebagai 
sebuah perkembangan. 
 
2.6 Kerangka Pikir 
Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari 
kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 
perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional 
dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam 
rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan 
memacu pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2008:275). 
Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan 
posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal 
kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi 
tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan marak lesunya 
pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap daerah 
senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. 
Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, 
tapi juga investor asing. Mayoritas investasi oleh pihak swasta tertanam di sektor 




PMA, baik dilihat berdasarkan jumlah proyek maupun berdasarkan nilai 
investasinya. Dengan adanya investasi pemerintah maupun investasi swasta baik 
PMA dan PMDN akan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan 
dapat pula meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. 
 
Grafik 2.1 
Hubungan belanja daerah, investasi, dan tenaga kerja  


















Berdasarkan permasalahan di atas, maka diduga belanja daerah, investasi 
dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 














3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar dimana penelitian 
ini difokuskan pada analisis belanja daerah, investasi dan tenaga kerja dalam 
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
April 2015. 
 
3.2  Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan menggunakan 
metode observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan 
data dengan mencermati secara langsung ke objek penelitian yang dilaksanakan. 
Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui 
pengumpulan informasi atau menelaah dokumen dan laporan yang dalam hal ini 
merupakan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang 
diperoleh melalui dinas atau instansi yang berhubungan dengan penelitian yakni 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Polewali Mandar. 
Disamping itu juga dilakukan penelitian library research mengenai teori-teori, 
definisi atau pengertian serta referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 
berkaitan dengan objek penelitian. 
 
3.4  Metode Analisis  
 Belanja daerah, investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama diduga 




variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini model 
analisis yang digunakan adalah fungsi Cobb-Douglas dengan persamaan sebagai 
berikut: 
Y1   =     f   (X1, X2, X3) 
Selanjutnya persamaan diestimasi ke bentuk linier sehingga diperoleh 
persamaan sebagai berikut:  
Y1    =    α0 + α1X1β1 + α2X2β2 + α3X3β3 + µ1 
Dimana: 
Y1 =  Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Konstan Rp/tahun)  
X1 = Belanja daerah (Rp/tahun)  
X2 = Investasi (Rp/tahun)  
X3 = Tenaga Kerja (jiwa) 
α = Koefisien Belanja Daerah dan Investasi 
β = Koefisien Pertumbuhan Ekonomi 
µ = Error Term 
 
Untuk dapat mengambil keputusan sebagai hasil dari pengujian hipotesis, 
maka hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari koefisien 
regresi antara variabel bebas (independent variable) dengan variable terikat 
(dependent variable) yang melalui beberapa pengujian yaitu: 
1) Uji Statistik R2 
Digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi 
variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. 
2) Statistik uji t (t test) 
Hal ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi antara variabel 
bebas dengan variabel terikat secara parsial. Dikatakan signifikan jika 





3) Statistik uji F 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikan hubungan antara variabel 
bebas secara simultan terhadap variabel terikat dengan taraf uji 5%. 
Signifikan bila F hitung sama atau lebih besar dari F tabel. 
4) Uji Normalitas 
Uji Normalitas dengan uji Jarque-Berra test untuk mengukur apakah 
skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini 
didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari 
distribusi normal sama dengan nol. 
5) Uji Multikolenieritas 
Uji Multikolenieritas untuk melihat sejauh mana variabel bebas dapat 
diterangkan oleh semua variabel bebas lainnya dengan perhitungan 
Variance Inflation Factor (VIF). 
6) Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas terjadi untuk melihat apakah varian konstan 
atau tidak konstan (berubah-ubah). Untuk mendeteksi 
heteroskedasitas pada model persamaan regresi maka digunakan 
White Heteroskedasticity Test. 
Ho : Tidak ada heteroskedastisitas bila p-value obs*-square  >  ɑ    
H1 : Ada heteroskedastisitas bila p-value obs*-square  <  ɑ    
 
3.5 Definisi Operasional 
Dalam tulisan ini ada beberapa hal yang menjadi inti pembahasan yaitu: 
1. Belanja Daerah adalah pengeluaran pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar melalui APBD, untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam 




Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Perjalanan, Belanja 
Pemeliharaan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.   
2. Investasi merupakan tambahan modal tetap bruto baik oleh sektor 
pemerintah maupun sector swasta yang digunakan untuk pengadaaan, 
pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang dinyatakan 
dalam satuan rupiah.  
3. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang berumur 15 
tahun atau lebih yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat yang dinyatakan dalam jumlah jiwa. 
4. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 
dalam masyarakat bertambah yang dapat diukur dari perkembangan 






GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 
 
4.1 Aspek Geografi dan Demografi 
4.1.1  Luas Dan Batas Wilayah Administrasi  
Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten 
yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan luas wilayah darat ± 
2.094.18 Km2
 
dan luas wilayah laut ± 460km2 serta panjang garis pantai ± 94,12 
Km. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan:  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene  
Gambar 4.1 
Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar 
 




Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 
(enambelas) kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan dengan luas 
wilayah 2.022,30 Km2. Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan yang 
terluas dengan luas wilayah 356,95Km2
   
atau 17,65 persen dari seluruh luas 
wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah 
terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 Km2
 
atau hanya 1,06 
persen dari total luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Untuk lebih jelasnya, 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.1 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2013 
  




Terhadap Luas Kab. 
Polewali Mandar (%) 
1 Tinambung 21,34 1.06 
2 Balanipa 37,42 1.85 
3 Limboro 47,55 2.35 
4 Tubbi Taramanu 356,95 17.65 
5 Alu 228,3 11.29 
6 Campalagian 87,84 4.34 
7 Luyo 156,6 7.74 
8 Wonomulyo 72,82 3.60 
9 Mapilli 91,75 4.54 
10 Tapango 125,81 6.22 
11 Matakali 57,62 2.85 
12 Polewali 26,27 1.30 
13 Binuang 123,43 6.10 
14 Anreapi 124,62 6.16 
15 Matangnga 234,92 11.62 
16 Bulo 229,5 11.35 
Kab. Polewali Mandar 2.022,30 100 







4.1.2 Letak dan Kondisi Geografi    
Secara geografi, Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 030 40' 
00” - 3032' 5,28” Lintang Selatan dan 1180 53' 58,2” -1190 29' 35,8” Bujur Timur. 
Untuk lebih jelasnya, letak geografi perkecamatan dan ketinggian dari permukaan 
laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
Tabel 4.2 
Letak Geografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut 
Kecamatan 2013 
  
No.     Kecamatan 
Letak Geografi 
Ketinggian dari 
Permukaan Laut Lintang 
Selatan 
Bujur Timur 
1 Tinambung 03ᵒ 30' 10,3" 119ᵒ 01' 36,6" 20 
2 Balanipa 03ᵒ 30' 08,9" 119ᵒ 02' 48,0" 26 
3 Limboro 03ᵒ 26' 12,6" 119ᵒ 00' 38,7" 24 
4 Tubbi Taramanu 03ᵒ 20' 34,6" 119ᵒ 01' 33,1" 123 
5 Alu 03ᵒ 25' 36,6" 118ᵒ 59' 34,0" 47 
6 Campalagian 03ᵒ 28' 13,2" 119ᵒ 08' 26,0" 22 
7 Luyo 03ᵒ 22' 24,8" 119ᵒ 08' 09,2" 28 
8 Wonomulyo 03ᵒ 23' 51,0" 119ᵒ 12' 36,4" 15 
9 Mapilli 03ᵒ 24' 14,8" 119ᵒ 10' 52,3" 21 
10 Tapango 03ᵒ 19' 18,2" 119ᵒ 14' 54,2" 46 
11 Matakali 03ᵒ 23' 00,1" 119ᵒ 16' 59,3" 24 
12 Polewali 03ᵒ 24' 27,2" 119ᵒ 18' 33,5" 12 
13 Binuang 03ᵒ 26' 53,8" 119ᵒ 24' 09,6" 14 
14 Anreapi 03ᵒ 23' 01,3" 119ᵒ 21' 04,7" 42 
15 Matangnga 03ᵒ 07' 41,4" 119ᵒ 13' 03,6" 314 
16 Bulo 03ᵒ 13' 50,1" 119ᵒ 09' 06,6" 480 
Sumber Data: BPS,  Polewali Mandar Dalam Angka, 2014 
 
4.1.3  Penduduk 
Jumlah Penduduk Kabupaten Polman pada tahun 2007, berjumlah 369.586 
jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per -tahun 0,50 %, Jumlah penduduk 
tersebut terbagi habis ke dalam 79.345 rumah tangga, di mana rata-rata jumlah 
anggota rumah tangga sebesar 4 -5 jiwa. Pada tahun 2008 jumlah penduduk 




penduduk per-tahun 0,50 %, Jumlah penduduk tersebut terbagi habis ke dalam 
79.768 rumah tangga, di mana rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4 
-5 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Polewali Mandar sebesar 184 jiwa per 
Km2. Di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2008, terdapat 180.763 jiwa penduduk 
laki laki dan 190.657 perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) 95 yang 
berarti bahwa di antara 100 perempuan terdapat 95 laki-laki. 
Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009, 
berjumlah 373.263 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per-tahun 0,50 %, 
Jumlah penduduk tersebut terbagi habis ke dalam 80.162 rumah tangga, di mana 
rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4-5 jiwa. Kepadatan penduduk 
rata-rata di Kabupaten Polman sebesar 185 jiwa per Km2. Di Kabupaten Polewali 
Mandar tahun 2009, terdapat 181.660 jiwa penduduk laki laki dan 191.603 
perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) 95 yang berarti bahwa di antara 
100 perempuan terdapat 95 laki-laki. 
  
Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Rumah 
Tangga Kab. Polewali Mandar 2005-2013 
  





2006 36.7761 1,32 78.982 
2007 36.9586 0,50 79.375 
2008 37.1420 0,50 79.768 
2009 37.3263 0,50 80.162 
2010 39.6120 1,43 87.943 
2011 40.1272 1,43 89.092 
2012 40.9648 1,62 92.895 
2013  41.2122  1,29  92.997 
Sumber: BPS, DDA Polman 2088-2009 dan PolManDalam Angka 2010-




Berdasarkan hasil sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten 
Polewali Mandar telah mencapai jumlah 396.120 jiwa dengan laju pertumbuhan 
penduduk dari sensus penduduk tahun 2000 ke sensus penduduk 2010 rata-rata 
1,43 % pertahun. Penduduk Kabupaten Polewali Mandar lebih banyak kaum 
perempuan dibandingkan kaum laki-laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis 
kelamin (seks rasio) sebesar 95,1.  
Penduduk Polewali Mandar setiap bulan terus bertambah karena adanya 
kelahiran dan migrasi masuk. Berdasarkan hasil sensus Penduduk tahun 2010, 
penduduk Kabupaten Polewali Mandar telah mencapai jumlah 396.120 jiwa 
dengan laju pertumbuhan penduduk dari sensus penduduk tahun 2000 ke sensus 
penduduk 2010 rata-rata 1,43 % pertahun. Tahun 2011 dari hasil proyeksi 
penduduk Polewali Mandar terus meningkat menjadi 401.272 jiwa terdiri dari laki-
laki 195.620 jiwa dan perempuan 205.652jiwa dengan sex ratio 95,1 artinya dari 
setiap 100 perempuan terdapat 95 orang laki-laki. 
 
Grafik 4.1 
Perkembangan Jumlah Penduduk 
Kabupaten Polewali Mandar, 2005-2013 
 
       





Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2012 penduduk Polewali Mandar 
mencapai 409.648 jiwa terdiri dari 199.682 jiwa laki-laki dan 209.966 jiwa 
perempuan. Dengan 92.895 rumah tangga, maka rata-rata jumlah anggota rumah 
tangga sebesar 4,4 jiwa. Nilai sex ratio Kabupaten Polewali Mandar sebesar 95,1 
berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan 
perbandingan dari setiap 100 perempuan terdapat 95 orang laki-laki. 
Data penduduk tahun 2013 yang disajikan pada adalah angka estimasi 
penduduk yang dihitung berdasarkan proyeksi penduduk. Jumlah penduduk Kab. 
Polewali Mandar pada tahun 2013 adalah 412.122 jiwa yang terdiri atas 201.112 
laki-laki dan 211.010 perempuan. Pada periode yang sama, diperkirakan terdapat 
sekitar 92.997 rumah tanggga dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 
sekitar 4,4 orang. 
Penduduk Kabupaten Polewali Mandar tersebar di 16 kecamatan jika 
dilihat persebaran penduduk pada tingkat kecamatan Kecamatan Polewali 
memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk hingga pada 
tahun2013 sebanyak 57.095 jiwa. Kecamatan Polewali sekaligus merupakan 
kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan 2.173 jiwa/km2.  
Pada 2013, kepadatan penduduk Kab. Polewali Mandar mencapai 204 
penduduk per km2. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi 
adalah Kecamatan Polewali dengan kepadatan penduduk 2.191 penduduk per 
km2. Rasio jenis kelamin penduduk Kab. Polewali Mandar di bawah 100. Ini berarti 
jumlah penduduk perempuan di Kab. Polewali Mandar lebih banyak dari pada 
jumlah penduduk laki-laki. Sebagian besar kecamatan memiliki angka rasio jenis 
kelamin di bawah 100. Kecamatan yang rasio jenis kelaminnya di atas 100 adalah 




Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Polewali Mandar mencapai 203 
ribu jiwa/km2pada tahun 2012. Kecamatan Polewali mencatat tingkat kepadatan 
tertinggi, yaitu 2.173 jiwa/km2, disusul Kecamatan Tinambung (1.085 jiwa/km2). 
Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Matangnga 
(22 jiwa/km2). Fakta ini menegaskan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten 
Polewali Mandar sangat tidak merata antar wilayah kecamatan. 
 
4.2 Pertumbuhan Ekonomi 
Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat 
digambarkan oleh kondisi perekonomian secara umum dengan menggunakan 
indikator-indikator ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk memberi 
gambaran secara riil mengenai kemajuan suatu wilayah adalah dengan 
memperhatikan perubahan PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas 
dasar harga konstan. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 
pencerminan kamajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai 
keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di 
wilayah tersebut. PDRB Kabupaten Polman atas dasar harga berlaku pada tahun 
2006 sekitar Rp.1.586.660,76 (dalam juta) dengan kontribusi terbesar diberikan 
dari sektor pertanian yakni sebesar 48,65% disusul sektor pardagangan,restoran 
dan hotel dengan sumbangan sebesar 25,15%. PDRB Kabupaten Polman atas 
dasar harga konstan pada tahun 2006 sebesar Rp.1.067.618,54, (dalam juta) 
dengan kontribusi terbesar juga masih dari sektor pertanian. 
PDRB Kabupaten Polewali Mandar atas dasar harga berlaku pada tahun 
2009 sekitar Rp.2.547.248,74 (dalam juta) dengan kontribusi terbesar diberikan 




dan hotel dengan sumbangan sebesar 24,57%. PDRB Kabupaten Polewali 
Mandar atas dasar harga konstan pada tahun 2009 sebesar Rp.1.283.751,47 
(dalam juta) dengan kontribusi terbesar juga masih dari sektor pertanian. 
PDRB Kabupaten Polewali Mandar atas dasar harga berlaku pada tahun 
2010 sekitar Rp.3.354.057,75 (dalam juta) dengan nilai tambah terbesar diberikan 
oleh sektor pertanian yakni sebesar 50,06 persen disusul sektor 
pardagangan,restoran dan hotel dengan sumbangan sebesar 21,71 persen, 
dimana sebagai penyumbang terbesar pada sektor ini adalah sub sektor 
perdagangan besar dan eceran yakni sekitar 21,23 persen. PDRB Kabupaten 
Polewali Mandar atas dasar harga konstan 2000, pada tahun 2010 sebesar 
Rp.1.428.767,95 (dalam juta) atau meningkat sekitar 10,13 persen dibandingkan 
dengan tahun 2009, dengan nilai tambah terbesar juga dari sektor pertanian. 
PDRB Kabupaten Polewali Mandar atas dasar harga berlaku periode 2009- 
2011 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilainya sebesar 2.561.432, 
82 juta rupiah. Dan pada tahun 2011 nilainya sudah mencapai 3.899.830,08 juta 
rupiah. Pada tahun 2011, ada tiga sektor yang berkontribusi cukup besar dalam 
pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku yakni sektor pertanian (50,06 
persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,71 persen) serta sektor jasa-
jasa (16,04 persen). PDRB Kab. Polewali Mandar atas dasar harga konstan 2000, 
pada tahun 2011 sebesar 1.567.128,89 juta rupiah juga mengalami pertumbuhan 
positif sebesar 9,68 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling cepat 
adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang tumbuh sebesar 29,68 persen. 
PDRB Kabupaten Polewali Mandar atas dasar harga berlaku periode 2010-
2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 nilainya mencapai 
4.481.856,31 juta rupiah. Pada tahun 2012, ada tiga sektor yang berkontribusi 




tersebut adalah pertanian (49,42 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran 
(22,37 persen) dan sektor jasa-jasa (16,36 persen). PDRB Kab. Polewali Mandar 
atas dasar harga konstan 2000, pada tahun 2012 sebesar 1.722.371,22 juta rupiah 
atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,91 persen. Sektor yang mengalami 
pertumbuhan paling cepat adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang tumbuh 
sebesar 15,39 persen. 
Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2000, laju 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 sebesar 8,03 
persen. Seluruh sektor ekonomi PDRB pada tahun 2013 mencatat pertumbuhan 
positif. Laju pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor konstruksi sebesar 10,98 
persen. Sedangkan laju pertumbuhan terendah dihasilkan oleh sektor pertanian, 
sebesar 6,78 persen. Pada tahun 2013, sektor pertanian tetap yang memberikan 
kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Polewali Mandar. 
Sumbangan sektor pertanian sebesar 49,01 persen, kemudian diikuti oleh sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 22,53 persen. Sektor berikutnya yang 
kontribusinya relatif cukup besar adalah sektor jasa dengan andil sebesar 16,37 
persen. Sumbangan enam sektor lainnya masih kurang dari 5 persen, dengan 
penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu hanya 
sebesar 0,39 persen. 
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar cukup 
kuat terutama dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi 
pada tahun 2010, yaitu mencapai angka dua digit (10,55%). Meskipun pada tahun 
berikutnya mengalami sedikit perlambatan, namun tetap mencapai angka diatas 
9,5 persen pertahun, yang menempatkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai 
salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi 





Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2013 
 
 
      Sumber Data: DDA Polman 2088-2009 dan Pol Man Dalam Angka 2010-2014, diolah 
 
Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar berasal dari 
sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sector jasa-jasa. 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar sebesar 9,91 persen pada 
tahun 2012, bersumber dari sektor pertanian sebesar 3,97 persen, sektor 
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2,80 persen, dan sector jasa-jasa 
sebesar 1,90 persen. Ini mengindikasikan bahwa peranan ketiga sector tersebut 
sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Polewali Mandar. Dengan kata lain, 
jika terjadi perlambatan pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut, maka 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan akan 
mengalami perlambatan.  Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita 
Kabupaten Polewali Mandar juga bertumbuh secara konsisten. Selama periode 
2008-2012, PDRB perkapita Kabupaten Polewali Mandar meningkat dari Rp 
6.066.383 menjadi Rp10.940.749 atau meningkat rata-rata 16 persen per tahun. 
Kenaikan PDRB yang bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan jumlah 
penduduk, menyebabkan PDRB per kapita mengalami peningkatan. Namun 
capaian tersebut masih berada di bawah PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Barat 
yang pada tahun 2012 telah mencapai Rp.11,83 juta. Untuk lebih jelasnya, dapat 





Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Menurut Harga Konstan (juta rupiah) 2006-2013 
         
Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pertanian 543,843.65 560,433.61 592,912.79 602,587.86 675,935.85 752,984.53 788,204.77 841,643.24 
Pertambangan dan penggalian 2,240.97 2,397.43 3,681.45 3,791.17 4,168.88 5,071.92 5,608.34 6,095,09 
Industri Pengolahan 28,751.25 30,853.34 35,304.53 37,352.24 40,509.56 45,473.36 49,773.36 54,322.71 
Listrik, Gas dan Air Bersih 5,533.76 5,760.71 6,885.68 7,983.46 9,747.31 12,640.46 14,585.26 15,577.37 
Bangunan 13,603.28 14,912.87 28,133.46 31,737.86 38,115.31 43,083.56 46,375.06 51,466.35 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 254,108.47 276,182.80 289,239.94 298,703.33 315,536.58 360,643.75 404,561.00 439,333.72 
Pengangkutan dan Komunikasi 27,146.46 29,956.93 35,119.97 38,241.51 41,560.69 46,942.44 50,487.04 55,133.95 
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 45,348.80 58,176.52 77,562.82 79,984.80 95,349.99 98,218.49 103,944.63 115,056.75 
Jasa-Jasa 147,487.03 157,856.20 174,707.47 192,029.36 207,833.78 229,070.38 258,931.76 281,971.48 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1,068,063.67 1,136,530.41 1,243,548.11 1,292,411.59 1,428,757.95 1,594,128.89 1,722,471.22 1,854,505.57 
Pertumbuhan Ekonomi 6.10 6.02 8.61 3.78 9.54 10.37 7.45 7.12 
         
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Menurut Harga Berlaku (juta rupiah) 2006-2013 
Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pertanian 771,868.35 858,443.84 1,234,740.62 1,127,739.23 1,679,190.27 1,937,940.40 2,215,027.44 2,488,589.31 
Pertambangan dan penggalian 2,973.08 3,335.24 6,964.14 7,211.94 9,972.51 14,910.13 17,190.13 19,674.73 
Industri Pengolahan 38,835.48 45,051.13 55,148.22 63,597.05 71,126.35 81,585.87 90,085.07 103,179.51 
Listrik, Gas dan Air Bersih 8,204.66 9,264.76 12,804.67 16,179.89 20,966.71 27,890.09 32,710.83 37,176.37 
Bangunan 20,566.75 25,153.41 53,009.07 62,774.69 82,306.59 99,733.48 108,946.22 124,994.69 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 399,011.63 450,813.54 535,511.98 620,774.69 728,193.01 857,647.72 1,002,712.62 1,143,947.44 
Pengangkutan dan Komunikasi 40,781.21 47,181.19 45,458.06 70,007.95 58,820.44 68,446.51 75,004.71 84,087.05 
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 66,638.36 89,291.43 120,320.33 142,371.95 165,773.81 187,788.16 207,049.86 244,826.40 
Jasa-Jasa 238,373.32 285,845.51 378,054.76 451,038.06 537,882.06 621,790.73 733,129.43 831,071.71 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1,587,252.84 1,814,380.05 2,442,011.85 2,561,695.45 3,354,231.75 3,897,733.09 4,481,856.31 5,077,547.21 
Pendapatan Perkapita (PDRB/Penduduk) 4,315,990.11 4,909,222.89 6,574,799.01 6,862,977.18 8,467,716.22 9,713,443.97 10,940,749.89 12,320,495.41 







4.3 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Polewali Mandar 
4.3.1 Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali 
Mandar 
Pada periode tahun 2007-2013, terlihat bahwa selama tujuh tahun terakhir, 
total belanja daerah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar baik langsung dan 
tidak langsung rata-rata Rp.659,57 milyar atau bertumbuh dengan rata-rata 15,56 
persen. Untuk komponen belanja langsung rata-rata per tahunnya sebesar 
Rp.106,080 milyar (53,63 persen) selama tujuh tahun terakhir (2007-2013).  
Grafik 4.3 
Belanja Daerah Polewali Mandar 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Polewali Mandar Tahun 2007-2013
 
 Sumber Data: DDA Polman 2088-2009 dan Pol Man Dalam Angka 2010-2014, diolah 
 
Belanja daerah merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari tiga 
jenis belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 
belanja modal. Belanja langsung merupakan alokasi pembiayaan strategis yang 




pembangunan yang telah diprioritaskan. Dalam kurun waktu lima tahun (2007-
2013) belanja aparatur daerah mengalami peningkatan dari Rp.357,49 milyar 
menjadi Rp.717,22 milyar atau bertumbuh rata-rata 10,09 persen per tahun. 
Belanja terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai, rata-rata belanja 
pegawai mencapai Rp.325,25 milliar pertahun atau sebesar 21,15 persen per 
tahun. Porsi belanja modal menempati urutan terbesar kedua dengan rata-rata 
Rp.107,27 milliar per tahun. Porsi belanja barang dan jasa menempati urutan 
kedua dengan rata-rata 17,35 persen per tahun atau sebesar Rp.85,69 milliar 
pertahun. Sedangkan belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan berada 
pada urutan ke empat dan ke lima karena hanya terealisasi pada tahun 2006. 
 
Grafik 4.4 
Trend Belanja Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar 2006-2013 
 
Sumber: BPS, Polewali Mandar Dalam Angka, diolah 
 
Dari komponen belanja tersebut hanya belanja pegawai yang sepanjang 
tahun 2007-2013 mengalami peningkatan. Sedangkan belanja barang dan jasa 




mengalami peningtakatan hingga akhir tahun 2013. Komponen belanja modal 
yang paling mengalami fluktuatif, setelah mengalami trend positif dari tahun 2006-
2013, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2010 sebesar Rp.118,97 milliar dari 
Rp.121,04 milliar pada tahun 2009 menjadi Rp.2,06 milliar pada tahun 2010. 
Selanjutnya meningkat pada tahun 2011 dan turun lagi pada tahun 2012 dan 
meningkat lagi pada tahun 2013. Untuk lebih jelas lihat table 4.5. 
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja non 
kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai,bunga,subsidi, hibah, bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, bantuan keuangan,dan belanja tidak terduga. Realisasi belanja 










Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Menurut Jenis pengeluaran 




2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Belanja Pegawai 47,261,140,698 196,710,156,446 245,278,694,022 259,318,699,293 295,433,112,714 401,786,007,752 440,562,965,634 437,703,411,070 
Belanja Barang dan Jasa 25,117,495,401 54,026,235,524 50,876,225,637 51,781,368,315 68,763,740,417 125,135,797,181 120,390,252,387 128,888,650,000 
Belanja Modal Capital 8,617,085,237 106,722,858,339 115,902,951,677 121,041,897,545 2,069,225,850 130,194,299,041 124,357,769,816 150,635,827,580 
Belanja Perjalanan 8,646,532,210   - - - - - - 
Belanja Pemeliharaan 7,041,362,184   - - - - - - 
Total Belanja Aparatur 
Daerah 
96,683,615,730 357,459,250,309 412,057,871,336 432,141,965,152 366,266,078,981 657,116,103,974 685,310,987,837 717,227,888,650 
                  
Pengeluaran Pelayanan 
Publik 
244,227,749,104 16,130,908,730 147,965,110,822 35,546,529,270 157,577,293,726 159,946,672,394 174,697,728,055 26,550,377,260 
Belanja Lainnya     1,065,183,173 -         
Belanja bunga     606,767,859 629,660,313 355,403,732 1,628,170,274 232,324,870 141,175,860 
Belanja Subsidi   3,444,480,000 4,404,150,000 5,101,515,000 4,995,204 5,497,506,000 - - 
Belanja Hibah   1,280,000,000 14,009,697,973 10,940,000,000 8,755,000,000 7,773,253,000 3,682,950,000 25,352,500,000 
Belanja Bantuan Sosial   12,503,130,150 9,278,163,350 8,415,735,750 8,319,119,840 8,040,038,480 2,000,000 1,931,640,000 
Belanja Bantuan Keuangan   13,790,096,566 13,422,938,556 15,000,000,000 16,133,968,000 17,011,186,000 18,559,328,492 18,335,176,700 
Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 - 151,000,000 1,377,500,000 - - - - 
Belanja Bagi Hasil (Hasil 
Pajak) 
22,198,350 - 198,000,000 198,000,000 - 253,499,254 253,500,000 253,491,700 
Total Belanja Pelayanan 
Publik 
245,249,947,454 47,148,615,446 191,101,011,733 77,208,940,333 191,145,780,502 200,150,325,402 197,427,831,417 72,564,361,520 
Total Pengeluaran 
Pemerintah 
341,933,563,184 404,607,865,755 603,158,883,069 509,350,905,486 557,411,859,484 857,266,429,376 882,738,819,254 789,792,250,170 








4.3.2 Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali 
Mandar 
Nilai investasi dan nilai produksi dari 2006 ke 2007 mengalami 
peningkatan. Nilai investasi di tahun 2006 sebesar Rp. 15,742 milliar menjadi Rp. 
16,501 milliar di tahun 2007, atau meningkat sebesar 4,82%. Sedang untuk nilai 
produksi di tahun 2006 sebesar Rp. 78.273 milliar menjadi Rp. 82,746 milliar di 
tahun 2007 atau meningkat sebesar 5,71%.  
 
Tabel 4.6 
Nilai Produksi dan Nilai Investasi 
Di Kabupaten Polewali Mandar 2005-2013 
   
Tahun 
Nilai Investasi Nilai Produksi 
(Rp.000) (Rp.000) 
2005 15.010.610 78.057.600 
2006 15.742.000 78.273.600 
2007 16.501.100 82.746.400 
2008 27.841.900 140.368.600 
2009 27.841.900 141.495.600 
2010 35.959.700 144.369.750 
2011 36.465.736 172.772.956 
2012 36.481.772 172.815.056 
2013 37.576.406 225.774.162  
 
Nilai investasi di tahun 2007 sebesar Rp. 16,501 milliar menjadi Rp. 27,841 
milliar di tahun 2008, atau meningkat sebesar 68,73%. Sedang untuk nilai produksi 
di tahun 2007 sebesar Rp. 82,746 milliar menjadi Rp. 140,368 milliar di tahun 2008 
atau meningkat sebesar 69,68%. Pada tahun 2009 nilai investasi juga sama 
dengan tahun 2008, sedangkan nilai produksi mengalami sedikit peningkatan. Nilai 
investasi di tahun 2009 sebesar Rp. Rp. 27,841 milliar sedang untuk nilai produksi 
di tahun 2008 sebesar Rp. 140,368 milliar menjadi Rp. 141,495 milliar ditahun 




Nilai investasi pada tahun 2010 sebesar Rp. 35,959 milliar sedang untuk 
nilai produksi sebesar Rp. 144,369 milliar. Sedangkan pada tahun 2011 nilai 
investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 36,465 milliar sementara nilai produksi 
mencapai Rp. 172,772 milliar. Pada tahun 2012 nilai investasi sebesar Rp. 36,481 
milliar, sedangkan nilai produksi mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar Rp. 
42,100 milliar dari tahun 2010 menjadi Rp. 172.815.056,- pada tahun 2012. 
Sedangkan pada tahun 2013 nilai produksi meningkat pesat sebesar Rp. 52,959 
milliar dari tahun 2012 menjadi Rp. 225,774 milliar pada tahun 2013 dengan nilai 
investasi Rp. 37,576 milliar. 
Grafik 4.5 
Trend Nilai Investasi dan Nilai Produksi 










Sumber: BPS, Polewali Mandar Dalam Angka, diolah 
 
Untuk melihat hubungan antara tingkat investasi dengan pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat kita lihat pada grafik 4.6. Dari 
grafik 4.6 tersebut, pada tahun 2007-2008 pertumbuhan nilai investasi di Polewali 
Mandar naik dari 4,60 persen menjadi 40,73 persen atau naik sebesar 36,13 
persen yang diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 6,02 persen pada 




sama dengan nilai investasi pada tahun 2008 sehingga pertumbuhan investasi 
sebesar 0,00 persen. Tidak adanya tambahan nilai investasi pada tahun 2009 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 4,83 persen dari tahun 2008 
menjadi 3,78 pada tahun 2009.  
 
Grafik 4.6 
Investasi Polewali Mandar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Polewali Mandar 
Tahun 2007-2013 
 
Sumber: BPS, Polewali Mandar Dalam Angka, diolah 
 
Pada tahun 2010, nilai investasi naik menjadi 22,57 persen dengan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 9,54 persen. tahun 2011 pertumbuhan investasi 
hanya sebesar 1,39 persen dari tahun sebelumnya tetapi mampu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,83 persen menjadi 10,37 persen, jauh berbeda 
dari tahun 2008 dan 2009 yang memiliki pertumbuhan nilai investasi yang tinggi 
namun hanya memberikan kontribusi yang kecil bagi pertumbuhan ekonomi. Pada 
tahun 2012 pertumbuhan investasi hanya sebesar 0,04 persen dan 2,91 persen 





4.3.3 Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali 
Mandar 
Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 
15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan 
Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk 
yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan 
Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan 
kegiatan lainnya. Pada tahun 2013 jumlah industri mengalami penurunan karena 
ada beberapa jenis industri jasa yang dikeluarkan karena ketidaksesuaian KBLI. 
Tabel 4.7 
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kecamatan 










2013  12.743 
Sumber: BPS, DDA Polman 2088-2009 dan 
Polman Dalam Angka 2010-2014, diolah 
 
Dari penduduk usia kerja tahun 2006 di Kabupaten Polman, 63,68 % 
diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi yang disebut sebagai angkatan kerja. 
Dari seluruh angkatan kerja tersebut 8,05 % dalam status pencari kerja. Dari angka 
tersebut dapat dihitung tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Polman 
sebesar 12,6 % dimana angka tersebut merupakan rasio antara pencari kerja 







Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama 
                 
Kegiatan Utama 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
                  
Angkatan Kerja 63.68 64.03 68.32 67.75 68.84 72.10 68.39 65.73 
Bekerja 55.63 60.09 64.36 63.53 65.70 69.84 66.90 63.61 
Menganggur 8.05 3.94 3.69 4.44 3.14 2.26 1.49 2.13 
  
Bukan Angkatan Kerja 36.31 35.97 31.68 32.25 31.15 27.90 31.61 34.27 
Sekolah 14.79 8.83 7.50 6.80 9.24 1.76 0.79 4.67 
Mengurus RT 17.12 21.83 19.53 21.30 17.31 21.16 25.16 25.28 
Lainnya 4.40 5.31 4.66 4.16 4.60 4.98 5.66 4.32 
Sumber Data: BPS,  Polewali Mandar Dalam Angka, 2013. Diolah 
 
Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten 
Polman bekerja di sektor pertanian yakni 61,10 % dari total penduduk yang 
bekerja. Setelah sektor pertanian, sektor perdagangan dan industri yang masing -
masing menyerap tenaga kerja 12,14% dan 9 % dari total penduduk yang bekerja. 
Dalam lima tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 
Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan trend meningkat. Angka TPAK 
meningkat 64,03 persen pada tahun 2008 menjadi 72,10 persen pada tahun 2011 
dan kemudian menurun menjadi 68,39 persen pada tahun 2012. Kecenderungan 
ini secara umum menunjukkan semakin banyaknya proporsi Angkatan Kerja di 
Kabupaten Polewali Mandar yang memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. 
Peningkatan TPAK ini seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian 
Kabupaten Polewali Mandar dalam beberapa tahun terakhir.  
Dari penduduk usia kerja tahun 2008 di Kabupaten Polewali Mandar, 68,32 
% diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi yang disebut sebagai angkatan kerja. 






Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
  
Tahun 
Tingkat Pengangguran Terbuka 
Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja 
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah 
2007             
2008 3,27 8,60 5,40 84,48 53,05 68,32 
2009 6,49 5,83 6,23 83,47 52,87 67,75 
2010 3,84 5,55 4,56 83,81 55,35 68,85 
2011 2,48 4,00 3,14 84,40 60,55 72,10 
2012 2,33 1,95 2,18 86,11 52,39 68,39 
2013 3,16 3,35 3,23 82,57 50,59 65,73 
Sumber Data: BPS, DDA Polman 2008-2009 dan Polewali Mandar Dalam 
Angka 2010-2014, diolah 
 
Dari seluruh angkatan kerja tersebut, 3,69 % dalam status pencari kerja. 
Dari angka tersebut dapat dihitung tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten 
Polewali Mandar sebesar 5,4 % dimana angka tersebut merupakan rasio antara 
pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Dibandingkan tahun 2009, Jumlah 
Angkatan kerja tahun 2010 meningkat sebesar 1,09 persen demikian pula 
penduduk yang bekerja menunjukkan peningkatan sebesar 2,17 persen. 
Sebaliknya jumlah penduduk yang menganggur mengalami penurunan 1,08 
persen. 
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2010 
dan 2011 persentase penduduk 15 tahun keatas yang menganggur terus 
menurun. Tahun 2010 tingkat pengangguran 3,14 persen dan tahun 2011 
menurun menjadi 2,26 persen. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Polewali 
Mandar menurun dari tahun 2011. pada tahun 2012, angkatan kerja mencapai 
188.003 orang sementara tahun 2011 berjumlah 191.968 orang. Pada tahun 2012, 
tingkat pengangguran terbuka di Polewali Mandar sebesar 2,18 %. Sedangkan, 
tingkat partisipasi angkatan kerja menurun menjadi 68,39 % dari tahun 2011 yang 
sebesar 72,10. Penurunan ini menjadi tampak istimewa karena berlangsung di 








Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
Kab. Polewali Mandar 2005-2013 
  
Sumber Data: BPS,  Polewali Mandar Dalam Angka, 2013. Diolah 
 
Trend penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2008-2012 
sebagaimana ditampilkan pada grafik di atas, sejalan dengan trend penurunan 
jumlah pencari kerja dan jumlah pencari kerja yang diserap lapangan kerja dari 
tahun 2010-2013. Daya serap lapangan pekerjaan dari tahun ke tahun terlihat 
cukup menggembirakan hal ini disebabkan semakin terbuka dan terciptanya 
lapangan kerja baru, pencari kerja khususnya perempuan dari tahun ketahun terus 
mengalami peningkatan dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2013 saja 









Jumlah Pencari Keja yang terdaftar dan Terserap Lapangan Kerja 
Kabupaten Polewali Mandar, 2010 – 2013 
Pencari 
Kerja 
2010 2011 2012 2013 










27 348 375 69 279 348 43 107 150 61 162 223 
Sumber Data: BPS,  Polewali Mandar Dalam Angka, 2013. Diolah 
 
Pada tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 275.420 
penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan 
ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk 
usia kerja (15+). TPAK Polewali Mandar pada tahun 2013 sebesar 65,73 % berarti 
telah mengalami penurunan sebesar 2,66 % dibandingkan dengan tahun 2012 
yang besarnya 68,39 %. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 
2013 sebesar 3,23 %. Perkembangan TPAK dan TPT Kab. Polewali Mandar dapat 
dilihat pada Grafik 4.2. Berdasarkan lapangan kerja, dari 175.193 penduduk yang 
bekerja, sekitar 50,4 % dari mereka bekerja di sektor pertanian. Sektor-sektor lain 
yang cukup besar peranannya dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor 
perdagangan (16,8 %), dan jasa (15,22 %). 
Tabel 4.11 
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 
di Kabupaten Polewali Mandar 2010-2015 
  
Pendidikan Tertinggi yang 
ditamatkan 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 
Tidak/Belum Pernah Sekolah 
dan Tidak /Belum Tamat SD 
66.064 63.845 62.450 103.753 
SD 52.159 50.903 45.696 20.027 
SLTP 25.425 31.309 26.672 57.267 
SLTA / SMK 27.010 31.204 34.801 * 
Diploma & Universitas 9.575 14.707 18.384 * 
Sumber : Polman Dalam Angka 2010-2014 




Secara umum, kualitas angkatan kerja/tenaga kerjadi Kabupaten Polewali 
Mandar masih sangat rendah. Dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten Polewali 
Mandar, sekitar sepertiga diantaranya tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD. 
Sedangkan angkatan kerja yang hanya tamat SD sekitar seperempat dari total 
angkatan kerja. Namun jumlah angkatan kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak 
tamat SD maupun yang hanya tamat SD terus menurun. Sebaliknya, jumlah 
angkatan kerja yang tamat SMP, SMA dan univesitas semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. Pada tahun 2012, proporsi angkatan kerja yang mampu 
menyelesaikan pendidikan diploma dan sarjana, telah mencapai 10 persen dari 
total angkatan kerja, padahal dua tahun sebelumnya hanya 5 persen. Untuk lebih 
jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.10 di atas. 
Berdasarkan jumlah angkatan kerja serta tingkat pendidikan yang 
ditamatkan diatas maka akan menentukan kualitas dari tenaga kerja yang akan 
terserap oleh pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi dan tenaga 
kerja memiliki hubungan yang positif. Agar dapat melihat bagaimana hubungan 
antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi maka dapat kita lihat pada 
grafik dibawah ini. 
Grafik 4.8 
Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi 
Kab. Polewali Mandar 2007-2013 
 




Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2007 pertumbuhan 
tenaga kerja menurut kegiatan utama (tabel 4.8) sebesar 7,42 persen dari tahun 
2006 dan turun sebesar 1,4 persen pada tahun 2008 namun dari persentasi jumlah 
naik dari tahun 2007 sebesar 60,09 persen menjadi 64,36 persen dari jumlah 
angkatan kerja yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 6,02 
persen menjadi 8,61 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2009, persentase 
penduduk yang bekerja turun 1,31 persen  menjadi 63,53 persen dari angkatan 
kerja yang diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dari 
tahun 2008 yaitu turun sebesar 4,83 persen menjadi pertumbuhan terendah dalam 
tujuh tahun terakhir. 
Tahun 2010-2011 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan positif 
dengan naik 5,76 persen dari tahun 2009 menjadi 9,54  persen tahun 2010 dan 
10,37 persen pada tahun 2011. Peningkatan ini mampu menyerap tenaga kerja 
sebesar 3,30 persen tahun 2010 dan 5,93 persen pada tahun 2011. Pada tahun 
2012 jumlah penduduk yang bekerja turun 4,39 persen dan 5,17 persen pada 
tahun 2013, yang diikuti juga dengan penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 
7,12 persen pada akhir tahun 2013. 
 
4.4 Analisis Data 
Tabel 4.12 
 Hasil Estimasi  
 
Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)   
Method: Least Squares   
Date: 08/09/15   Time: 13:22   
Sample: 2007 2013   
Included observations: 7   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.765670 2.436563 4.007969 0.0279 
BAD 0.392856 0.090839 4.324739 0.0228 
I 0.372720 0.124518 2.993310 0.0580 
TK -0.021859 0.010880 -2.009097 0.1381 
     




R-squared 0.956579    Mean dependent var 27.92286 
Adjusted R-squared 0.913159    S.D. dependent var 0.172985 
S.E. of regression 0.050977    Akaike info criterion -2.819337 
Sum squared resid 0.007796    Schwarz criterion -2.850246 
Log likelihood 13.86768    Hannan-Quinn criter. -3.201360 
F-statistic 22.03051    Durbin-Watson stat 2.354281 
Prob(F-statistic) 0.015158    
     
     




PDRB =   9.7656704486 + 0.392855952148*BAD + 0.372719580185*I - 
0.0218585025656*TK 
 
Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 
software Evies 7 terhadap pertumbuhan ekonomi yang menggunakan data PDRB 
Konstan Polewali Mandar didapatkan nilai koefisien determinasi (R-Squared) 
sebesar 0.956579 pada model yang menggunakan PDRB konstan sebagai 
variabel dependen-nya. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman persamaan PDRB 
dapat dijelaskan secara linear oleh variabel independen yang terdapat dalam 
persamaan yakni sebesar 95.65 persen dan sisanya sebesar 4,35 persen 
dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan PDRB yang digunakan oleh peneliti. 
Hasil persamaan PDRB Polewali Mandar setelah diestimasi dengan belanja 
aparatur daerah, tenaga kerja serta investasi di Kabupaten Polewali mandar dapat 
dilihat pada Tabel 4.12. 
Nilai F-Statistik yang diperoleh adalah sebesar 22.03051 dengan P-
Valuenya sebesar 0.015158 hal ini menunjukkan variabel bebas secara simultan 
signifikan terhadap variabel terikat dengan taraf signifikansi α = 1 persen. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa pemilihan variabel dan model mampu menjelaskan 
fenomena yang diamati dimana perubahan variabel independen secara serempak 
akan mempengaruhi variabel dependen. 
Pada uji t-statistik untuk menentukan signifikansi hubungan tiap variabel 




menunjukkan bahwa variabel signifikan dan berada pada tingkat kenyataan 
sebesar 4.007969 persen. 
Berdasarkan estimation output (Tabel 4.11) memperlihatkan tanda (-) atau 
(+) dari koefisien parameter yang telah diestimasi. Dari sini kita dapat melihat 
parameter mana yang sesuai atau tidak serta melihat pengaruh hubungannya 
secara teoritis. 
1. Pengaruh Belanja Daerah sebagai variabel independen terhadap PDRB 
Kabupaten Polewali Mandar pada Tabel 4.11 memiliki koefisien yang 
positif dan tingkat signifikansi yang positif (++). Secara teori ketika Belanja 
Aparatur Daerah bertambah maka akan mendorong kinerja aparatur 
pemerintah untuk meningkatkan kinerjax yang akan memperlancar 
jalannya roda pemerintahan (positif dan signifikan). 
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel Belanja Aparatur Daerah 
memiliki koefisien positif (0.392856) serta tingkat signifikansi juga bertanda 
positif (0.0228), jadi hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori 
makro standar tentang konsep yang mengemukakan bahwa Belanja 
Daerah memiliki fungsi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. 
2. Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari 
pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto, PDB atau Gross Demestic 
Product, GDP. Sehingga pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu 
Negara/daerah dapat ditinjau dari pendapatan nasional Negara/daerah 
tersebut. Maka investasi berkorelasi positif dengan GDP. Secara umum 
dapat dikatakan, jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau 
sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung turun. 
Dari hasil analisis data pada tabe 4.11, diperoleh bahwa pengaruh variable 




menunjukan hubungan yang positif dan signifikan dengan koefisien 
(0.372720) dan tingkat Prob. signifikansi (0.0580) terhadap PDRB. 
3. Dalam teori ekonomi dengan jelas menjelaskan bahwa ketika Tenaga Kerja 
bertambah maka akan mendorong peningkatan output sehingga akan 
meningkatkan PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini 
ditemukan bahwa pengaruh variable Tenaga Kerja terhadap PDRB 
Kabupaten Polewali Mandar pada Tabel 4.11 menunjukan koefisien yang 
negatif (-0.021859) dan tingkat Prob. signifikansi yang positif (0.1381) 
namun tidak berdampak signifikan (1%, 2% dan 5%) terhadap PDRB. 
Hal ini berbeda dengan teori yang ada, dengan demikian dapat ditarik 
kesimpulan bahwa berdasarkan data tenaga kerja yang peneliti kumpulkan 
pada sub bab 4.3.3 dalam kasus di Kabupaten Polewali Mandar pada 
periode 2007-2013 memperlihatkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh 
signifikan pada pertumbuhan PDRB karena rendahnya kualitas tenaga 
kerja di Kabupaten Polewali Mandar. 
Karena model persamaan regresi harus memenuhi asumsi Classical 
Normal Linear Regression Model (CNLRM), yaitu uji kenormalan. Maka dilakukan 
juga uji normalitas dengan uji Jarque-Berra test yang didasarkan pada residual 
OLS model persamaan PDRB (Tabel 4.11). 
Uji Jarque Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test 
yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan 
distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan 
kurtosis dari distribusi normal sama dengan nol. Oleh karena itu, nilai absolut dari 
parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Dalam 
aplikasinya nilai Jarque Bera (JB) dibandingkan dengan nilai Chi-Square 









Pada Grafik 4.9 ditunjukkan bahwa residual dari persamaan estimasi Tabel 
4.11 terdistribusi secara statistic JB = 0.844931 dan probabilitas yang diperoleh 
dari asumsi distribusi normal adalah 65.54 persen. Oleh karena itu hipotesis yang 
menyatakan bahwa residual yang terdistribusi secara normal tidak ditolak. 
Penelitian lebih lanjut yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik pada 
model persamaan estimasi. Untuk melihat sejauh mana variabel bebas dapat 
diterangkan oleh semua variabel bebas lainnya dalam persamaan model 
penelitian ini maka dilakukan perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) untuk 
mendeteksi apakah terjadi multikolenieritas atau tidak.  
 
Tabel 4.13 
Hasil Estimasi Variance Inflation Factors 
 
Variance Inflation Factors  
Date: 08/09/15   Time: 10:35  
Sample: 2007 2013  
Included observations: 7  
    
     Coefficient Uncentered Centered 
Variable Variance VIF VIF 
    
    C  5.936840  15992.27  NA 
BAD  0.008252  16123.88  1.817258 
Huh5I  0.015505  24327.04  3.136831 
TK  0.000118  1343.978  2.550930 
    




 Hasil perhitungan dari hasil regresi ditemukan nilai VIF untuk BAD sebesar 
1,81, Investasi sebesar 3,13 dan tenaga kerja sebesar 2,55 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi multikolenieritas karena nilai VIF lebih 
kecil dari 10. 
Heteroskedastisitas terjadi apabila varian tidak konstan atau berubah-
ubah. Untuk mendeteksi heteroskedasitas pada model persamaan regresi maka 
digunakan White Heteroskedasticity Test. Pada model regresi penelitian ini akan 
dibandingkan Estimation Output sebelum dan sesudah dilakukan koreksi dengan 
White Heteroskedacity-Consistent Standard Errors & Covariance. 
 
Grafik 4.10 
Actual, Fitted, Residual 
 
 
Dari hasil grafik actual, fitted, residual diatas kita menduga tidak terjadi 
heteroskedastisitas, karena residualnya tidak membentuk pola tertentu, dengan 
kata lainnya residualnya cenderung konstan. Untuk membuktikan tidak ada 







Hasil Uji White Heteroscedasticity 
 
 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.319853    Prob. F(3,3) 0.8129 
Obs*R-squared 1.696377    Prob. Chi-Square(3) 0.6377 
Scaled explained SS 0.279684    Prob. Chi-Square(3) 0.9638 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 08/09/15   Time: 14:57   
Sample: 2007 2013   
Included observations: 7   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.030478 0.046966 0.648947 0.5626 
BAD^2 -6.06E-05 6.57E-05 -0.922340 0.4244 
I^2 2.32E-05 9.90E-05 0.234860 0.8294 
TK^2 2.57E-07 3.18E-06 0.080949 0.9406 
     
     R-squared 0.242340    Mean dependent var 0.001114 
Adjusted R-squared -0.515321    S.D. dependent var 0.001612 
S.E. of regression 0.001984    Akaike info criterion -9.311775 
Sum squared resid 1.18E-05    Schwarz criterion -9.342684 
Log likelihood 36.59121    Hannan-Quinn criter. -9.693798 
F-statistic 0.319853    Durbin-Watson stat 2.644216 
Prob(F-statistic) 0.812902    
     
      
Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 
H1 : Ada heteroskedastisitas 
 
Jika   p-value obs*   -   square  <  ɑ   maka Ho ditolak 
Jika   p-value obs*   -   square  >  ɑ   maka Ho diterima 
 
Dari hasil Uji White Heteroskedastisitas table 4.13 diatas ditemukan p-
value obs*-square lebih besar dari ɑ (0.6377  > 0,01)  maka Ho diterima. 
Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari hasil analisis penelitian mengenai pengaruh belanja daerah, investasi 
dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Polewali Mandar 
tahun 2007-2013 dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten Polewali Mandar 
2. Investasi berpengaruh positif signifikan tehadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten Polewali Mandar 
3. Tenaga kerja berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi kabupaten Polewali Mandar 
 
5.2   Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya perlu 
dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali 
Mandar antara lain : 
1. Meskipun secara kuantitas tenaga kerja memberi kontribusi yang tinggi 
bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, 
seyogyanya disertai dengan upaya peningkatan kualitas angkatan 
kerja oleh pemerintah daerah, misalnya dengan memperbanyak 
pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal sehingga mampu 
terserap oleh dunia kerja yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan 
output. 
2. Peranan PMA dan PMDN sesuai dengan semangat otonomi daerah 




pembuatan peta potensi daerah dan pembentukan unit pelayanan 
terpadu di daerah untuk mempermudah pelayanan pembuatan ijin 
usaha dan investasi. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar diharapkan 
mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja 
rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan yang lebih 
memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek yang 
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